B AB III

PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN DI INDONESIA

Fada dasarnya setiap orang bebas dan mempunyail hak untuk
bepergian sebagai hak aszasi yvyang universal, sekaligusn
sebagai hak sipil dalam hidup berbangsa dan bernegara yang
harus dihormati.

Sejak Jjaman dahulu hak untuk bepergian dari suatu
tempat ke tempat lain sudah diakui di dalam tatanan hukum
adat kita, misalnya pada masyarakat Jawa dan Minangkabau.

Pada Jjaman sekarang setelah konsep negara semakin
baku dan jelas, hak tersebt ditransformir atau diterjiemah-
kan menijadi hak untuk berpindah dan bepergian dari satu
negara ke negara lain. Namun tidak semua hegara di dunia
ini membebaskan warganya untuk bepergian ke luar negeri.
Memang tercapat persyaratan tehnis administratif yang
mesti dipenuhi oleh warga negara tersebut, seperti di
Eropa dan Amerika. Di negara-negara tersebut. persyaratan
untuk bepergian tampak sudah begitu lonaggar. Buat mereks
bepergian tersebut benar-benar merupakan Hak Asasi vyvang
universal.

Indonesia termasuk negara vang paling ketat member-
lakukarn persyaratan untuk bepergian keluar negeri. Jika

dibandingkan dengan seperti di Eropa dan Amerika.

ab
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Di Indonesia setiap orang yvyang akan kelusr negeri

ada kewajiban mendapatkan surat iiin bepergianm ke luar

regeri (Exit Permit) vana dikeluarkan oleh pihak Imigrasi,

diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentana
keimigrasian:

Pasal 3 ¥ Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah

Indonesia wadiib memiliki surat perialanan.
Pasal 4 - (1) Setiap orang dapat keluar wilavah
Indonesia setelah mendapat Tanda Berto-
lak.

(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah
Indonesia setelah mendapat 1iim Masuk.

Tampaknya Indonesia belum mengakuil bahwa bepergian
adalah hak asasi vyang Universal yvang melekat pada diri
lita sebagai manusia, melainkan hak warga negara, yaitu
hak vang diberikan oleh negara kepads warga negaaranva.

Ketentuan yang terdapat dalam Undanao-undang
Naomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian cebagal
Undanga-undang yang menunjukkan bahwa setiap warga
nhegara berhak memperoleh 1ijin periaslanan keluar negeri
dari kantor wilayah Imiagrasi, kecuali pada diri
pemohon terdapat hailangan hukum. Halanaan hukium
tersebut berkaitan dengan aspek keamanan Nasional dengan
begitu yang terkena pencegahan dan penanakal an ialalh
mereka vang terlibah masalah politik, ekonomi. sosial-
budaya, pertahanan keamanan ketertiban masyarakat,
keimigrasian, pidana dan percdata yana mengaanagu dan

mengarncam stabilitas Nasional.
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A. Alasan-alasan Pencegahan dan Penangkalan
Dengan berlakunya kebijaksanaan dibidang ke-
imigrasian vang bersifat selektif banvak orana asing
vang ticdak dapat masuk ke Indonesia karena terke-—
na tangkal, Jjuga waraga negara Indonesia yang terkena
cegah untuk dapat beperaian k& luar negeri dan yana
terkena tangkal bagl warga negara Indonesia vana beracda

di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.

1. Alasan-alasan Pencegahan

Dalam kaitannya dengan alasan—-alasan seseorans
vang terkena pencegahan kantor Tmigrasi tidak
mudah melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk
bepergian ke luar negeri tapi melalul prosedur yvang
dibenarkan.

Alasan untuk melakukan penhcegahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI.
Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan
prencegathan dan pananakalan harus berdasarkan keten—
tuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat
(1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimi-
grasian.

Adapun alasan—-alasan seseorana terkena pence-—
gahan sasuail dengan pasal 11 beserts penielasannya

sdalah sebagal berilkut:
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Seseorang yvyang mempunyai urusan yana bersifat

keimigrasian, seperti:

1. Warga negara Indonesia vana pernah diusir atau
dideportasi ke Indonesia oleh suastu Negara
lain;

- Warga negara Indonesia yang pada saat berada
di luar negeri melakukan perbuatan yanyg mence-
markan nama baik banasa dan negara Indonesia;

3. Waraga neagara scino yvana belum atay tidak

memenuhi kewajiban-kewajiban terhadao negara
atau pemerintah Republik Indoresia. misalnyas
belum melunasi pajak sebagai orana asing.

T

Seseorang yang mempunyai urusan vana menyangkut:
piutang negara.

Maksudnya tagihan terhadap seseorang atau badang
hukum yang timbul dari perjaniian keperdataan
dengan instansi premerintah. Badan-badan Usaha
Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat
atau di daerah yang secara langsung atau tidak
langsung dikuasai mnegara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang yang mempunyai urusan yahg mernyangkut:
pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf o LIndang-—
undang nomor 5 tahun 1991 tentang Ke ijaksaasn
Republik Indonesia.

Yaitu yang mengatur wewenang Jaksa Agung mencegah
atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ek
dalam atau meninggalkan wilayah kekussaar resgar
Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam
perkara pidana.

SSSEOI‘“EBHQ yanga mempunyai Lrusan Yana n'!f?ﬁvangkut
pemerintahan danm peneaakan keamanan clan pertaha--
nan hnhegaras sebagaimana dimaksud cdalam  Undang-—
undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketent uar-
ketentuan pokok pertahanan negara Republik Indo-
nesia sebagaimana cdiubah dengan Undang-undan«
rmomor 1 tahun 1988. Dalam rangka melaksanakan
tugas di bidang pertahanan keamanan, Fanglima
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat men—
cegah seseorang untuk keluar dari wilavah Indone-—
sia. Pencegahan tersebut dilakukan apabila oranga
atau orang-orang tertentu menuniukkan secars
nyata sikap ataw tindakan yarag alan meng-
gangau atau mengamcam keutuhan Negmra Kesatusm
Republik TIndonesia vana berdasarkan Pancasila dan
Undang-undana Dasar 1945. (Undana-undana ricomorts
3 tahun 1992 tentana keimiarasiam pasal 11)
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Untuk urusan yvana menyanakut oiut ang Neaara,

biarpun orang yarna berhutana telash melunssi  dalam

pivtang tersebut tetani pelunasannyva kel upaan
atau ticak lapor tetap terkema pencegahan
karensa namanya e ] m cdihapus.

Instansi yana berwenana dalam k@l ini Kantor
Imigrasi menerima pencegaahan atas dasar permintaan
dari empat alasan tersebut yang merupskan perintah
clari menteri. Dan tidak menutup kemunakinan Kantor
Imigrasi melakukan pencegahan sendiri tarps perintah
Menteri dan atas dasar dokumen karena kantor ITmigara—
si juga mempunyai hak dan wewenang, seperti contoh:
zeseoranag terkena penceagahan untuk tidak beranalkat
keluar negeri atas laporan Kasubsie, orang tersebut
ticdak terima atas pencegahan itw lalu naik handing
Ke Kasie Kkarena Jjuga dicegah dibandina lagi ke
Kepala Kantor karena berbuat pidarma misalnya. masih
tidak terima lalu ke Kanwil cdan e Direktorat:
Jenderal. Jika orang tersebut belum puas atau tidak
terima maka dimintai keterangan sampai dengam
menunijukkan dokumen bahwa orang tersebut terkena
prencegahan.

Berdasarkan keputusan penceaahan dari peiabat-
pejabat sebasaimana dimaksud dalam pasal 11 ayvat (1)

Lndanag-undana Nomor 9 takhum 1997 temtana beo-
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Imigrasian pihak keimiorasian waiib menolak orang-

orang tertentu keluar wilsvaly Inconesisa,

Alasan—-alasan FPenanakalan
Begitu pula dengan penanakalan., alasarm untub:

me l akukan penangkalan sebaggimana cdimalk sud dal am

pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesis
Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelalksanash
pencegahan dan penangkalan harus berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan
pasal 18 Undang-undang Nomor 9 t@mhun 1992 tentang
keimigrasian.

Peraturan tentang penangkalan disini bukan
saja bagi orang asing tapi [iuga bagi Waroas Negars
Indonesia yang berada di Luar Wilavah ITndonhesia
dapat dikenakan penangkalan. (Abdul lah Siahriful.
1992: W)

Sesual dengan pasal 17 Undang-undang ke-

Imigrasian Nomor 9 tahun 1992 penanakalan dilakukan

terhadap orang asing dengan alasan:

a. Diketahui atau diduga terlibat denaan keaiatan
sindikat kediahatan Internassional antara lain
adalah kejahatan narkotika dan terorisme:

b. Pada saat berada di negaranvya sendiri atau di
negara lain bersikapr bermusuhan terhadap
pemerintah Indonesia atau melakukarnm perbuatan
yang mencemarkan nama baik barnasa dan neaars
Indonesia:

2. Diduga melakukan perbuatan  vana bertentanaan
dengan keamaran dan ketertibam umum. kKesusi -
laamn, aaAama. dan acdat kebhiassan masvyaralkat



Indonesias;

. Atas permintaarn sustu neaara. oranag asing yvang
berusaha menahindarkan diri clar i ancaman
dan pelaksanasan hulcuman di neaara tersebut
karena melakukan keiahatan vana duaa diancam
pidana menurut hib: um Y EG berlaku di Indo-
resias

= Pernah diusir atau dideportasi dari Wi-
lavah Indonesia. Yang dimaksud dengaan pengu—

siran atau cdeportasal adalah tindakan
menge luarkan orang asing dari wilavah Indone-
sim  karemna keberadaannva di Indonesia tidak

dikehendalki :
f. Alasan—-alasan lain vang berkaitan dengan ke-
Imigrasian yvyang diatur lebih laniut dengan
Peraturan Pemerintah valtu orang asing vanhg:
1. Pernah ditangkal masuk ke suatu negara
tertentu;

2. Pernah melakukan tindak pidana ke-—
Imigrasian; atau

3. Menggunakan paspor palsu atau vyang dipalsu-
kar gauna memperoleh visa atau ijiin ke-—
Imigrasian lainnya untuk masuk dan berads
di Wilavyah Negara Republik Indonesis.
(Undang—undana nomot 9 tahun 1992 tentano
keimigrasiasn pasal 17).

Menurut Undang-undanga keimiarasian. Waraa

Negara Indonesia dapat dikenakan penangkalan dalam

hal :

8.

Telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal
menetap atau telah meniadi penduciuk sustu negara
lain dan melakukan tindakan atau bersikap
bermusuhan terhadam Neaara atau Pemerintah
Republik Indonssia: ‘
Apabila masuk wilavah Indonesia dapat menagaangad
Jalannya pembanaunaan, menimbulakan perpecahan
bhangsa, atau dapat mengaganggu stabilitas na—
sional; atau

Apabila masuk wilavah Indonesia dapat menaancam
keselamatan diri atau keluarganva.
(Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentana keimi-
grasian pasal 18)
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Penielasan atas ketentuan di atms dapat
diszebutkan bahwa pada dasarnva waras neaara Indone-—
si@m berhak untuk masuk atau kembali ke Trdonesia.
Katremna 7% e 1 £ penanakal an terhadap merela hanya
dilakukan berdasarkan keadaan vana khusus. Keadsan
kKhusus tersebut adalah bahwa mereka telah lama
berada dan tinggal menetawn di luar negeri. sehingoga
sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereks benar-—
benar sudah seperti orang asing dan melakukan
tindakan yang memusuhi negara Indonesia serta bersi-—
kap anti pemerintahan negara Republik Indonesis.
(Abdullah Siahriful., 1992: 80)

Disamping itu penangkalan terhadap waras
negara Indonesia dapat juga dilakukan atas pertim-
hangan masuknya mereka ke Indonesia dapat menimbul-
kan gangguan terhadap pembangunan hnasioral. menim--
bullkkan perpecahan bangsa, atau mengaanagu stabilitas
nasional, dan dapat pula menimbulkan ancaman terhg—
dap diri atau keluaraganva.

Berdasarkan keputusan penanalkalarn yané dite-
tapkannya atau diterima Menteri Kehakiman memerin-—
tahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orana
vang terkena penangkalan dimasukkarn ke dalam Daftar

Penangkalan dan melaksanakan Penanakalan.



B. Yang Berwenang Melakukan Pencegahan dan Penangkalan

1. Yang Berwenang Melakukan Pencegahan:

e

a. Undanag-undana Nomor 9 tahun 1992 tentana Ke-

Imigrasian:

A3
o
"
i
j Sy

11 : avat (1) Wewenana dan tanagaunajawab
Penceaahamn di lakukan oleh:

a. Menteri. sepaniang me-—

nyangklt urusan yang
sifat keimigrasian;

her

b. Menteri Keuanaan, separ-—
Jang menyanaokut urusahn

piutang negara:

. Jaksa Agung., sepanijandg me-—

nyanakut pelalksanaan

ke

tentuan Pasal 32 huruf ¢

Undang—-undang Nomor

5]

tahun 1991 tentang Kejak-
swaan Republik Indoriesia;
d. Panglima Angkatan Bersen-—
jata Republik Indonesisa.,
sepaniana menvanakut peme--
liharaan dan penegakan
keamanan dan pertahanan
negara sebaaaimana dimak-~-
aud dalam Undanga—-undang

Nomor 20 tahun 1982

ten-—

tang ketentuan—ketentuan
pokok PFertahanan Keamahan
Neagara Republilk Indonesia.
Sebagaimana telah diubalh
clengan Undang—-undang Nomor

1 tahum 1%88,

avat (2) Pelaksanaan atas keputusan
pencegahan sebagaimana

cdimaksud dalam avat

(1)

oleh Menteri atau Peliabat
Imigrasi vana telah ditun-—

Jduk olehnvya.

b. Peraturan Pemerintah Republik IThndonesia Nomor 30

tahun 1994 tentan tata cara pelalksanaan Penceas



han dan Penanagkalan :

Pasal 2 :

c. Undang-und

san orang

Pasal 1

Yang Berwenan

Keputusan pencegahan setiap orang
cditetapkan oleh Menteri, Menteri
Keuanaan., Jaksa Aouna. atau Panalima
Anakatan berseniata Republik Indonesia
5ersuai demngan wewensana damn tangauns
jawab masing-masing berdasarkan Undang-—
undara nomor 9 tahun 1992 tenmtan ke-
Imigrasian.

ang Nomor 9 tahun 1%53 tentang Pengawa-—
asing:

Menteri kehakiman melakukan pengawasan
terhadap orang—orang asing yang berada
di Incloneasia.

Untuk menvyelehgaarakan pengawasanmn
termaksud dalam pasal 1, Menteri Keha-
kiman dapat mengadakan organisasi
Pengawasan Orang Asing, yang tugas dan
kekuasaannya diatur denaan oeraturan
pemerintah.

g Melakukan Penangkalan

a. Undang-undang Nomor ¢ tahun 1992 tentang ke-—

Imigrasian
- Penangaks

Pasal 15

lan untuk Warga Negara Asing:
: Wewenana dan tanggung jawab penang-—

kalan terhadap orang asing dilakukan

oleh:

a. Menteri sepaniang menyangkut uru-
sar vang bersifat keimigrasiamn;

b, Jaksa Aauna. sepaniang menvanakut
pelaksanaan ketentuan pasal 32
huruf o Undana-undana Nomor 5
tahun 1991 tentang keiaks@man
Republik Tndonesias:
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c. Panglima Anagkatan Berseniata
Republik Indonesia. sepanjang
menyanakut pemeliharaan dan
penegakan keamanan dan pertahanan
meaara sebaaimana dimaksud dalam
Undanga—undang Nomor 20 takhun 1987
tentang ketentuan-ketentuan Pokolk
Pertahanan Keasmmanan Nexiara
Republik Indonesisa, sebaagaimana
telah diubah dengan Undana-undans
nomor 1 tahun 1988,

- Penangkalan untuk Warga Negara Inhdonesis-

Pasal 16 : avat (1) Wewenang dan tanggaung jawab
Penangkalan terhadap Warga
Negara Indonesia dilakukan
oleh sebuah tim vang dipim-—
pin oleh Menteri dan anggo-
tanya terdiri dari unsur--
Linsuir @

a. Markas Besar Angkatan
Bersenijata Republik In-
donesia:

b. Keiaksaan Agunag Republilk
Indonesia;

c. Departemen Luar Negeri:

d. Departemen Dalam Negeri:

2. Badan Koordinasi Bantuan
Pemantapan Stabilitas
Nasional : dan

f. Badan Koordinasi Inteli-

Jen Negara.

ayat (2) Pelaksanaarn atas keputusan
penangkalan sebagaimana
dimaksud dalam avat (1)
dilakukan oleh Menteri
atau Pejabat Imigrasi
yang ditunjuk olehnya.

Pasal 8 : Pejabat Imigrasi di tempat Pemerike-
saan Imigrasi dapat mernolak atau
ticdak memberi 1ijiin kepada orang-
orang asing untuk masuk ke Wilayalh
Indonesia apabila orana asing
tersebut -

a. Tidak memiliki Surat Perialanan
yana sah;:
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Iy, Tidak memiliki visa kecuali yvang
tidak diwaiibkan memiliki Visa
sebhaaimana dimaksud Pasal 7 avat
(1) huruf a:

Penderita aanaauan ijiiwa atau

penyal it merular yvang membahaysa-—

kan kesehatan umum:

d. Tidak memiliki Tiin Masuk Kembali
atau tidak mempunvai 1iiin untuk
masuk ke negara lain:

2, Ternyata telah memberi keterangan
yvarng tidalk benar dalam memperolel
Surat Perialamnan dan/atau Viss.

0

Sekalipun telah mempunyai Visa, maka peja-
bat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imiarasi dapat
menolsak atau tidak memberi ijin kepada orang
@Asing untuk masuk ke Wilavah Indonesia. apabila
tidak memernthi persyaratan yang tersebut dalam

pasal 8 ini.

FPeraturan Pemerintah Republik Indonssia Nomor 30
tahun 1994 tentanga tata cara pelaksanaan Pencega-
han dan Penangkalan:

Pasal 3 ayat (1) : Keputusan pesnamngkalan terhadap
orang aslng ditetapkan oleh
Menteri., Jaksa Agung, @ataw
Panglima Angkatan Rersenjata
Republik Indonesi sesuai de-
ngan wewenang dan tanaoung ia-
wab masing-masing berdasarkamr
Undang-undang Nomor 9 tahun
1992 tentang Keimigrasian.

avat (2) : Keputusan penangkalan terhadap
Warga Negara Indonesia dite-
tapkan oleh Menteri atas nama
Tim vy&ang bertanaaunag  iawal
atmes penanakalan terhadap
Waraa Neaara Indonesia,
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avat (3) : Keanggaotaan Tim sebagaimana
dimaksud dalam avat (2) ter-
cdirdi dari unsur:

a. Markas Besar Anagkatan
Rerseniata Republik Indone-
sia;

b, Keiaksaan Adgung Republik
Indonesia:

. Departemen Luar Negeri;

d. Departemen Dalam Negeriy

e Badan Koordinasi Bantuan
Pemantapan Stabilitas Na-
=iomal 1 dan

f. Badan Koordinasi Intelijen
Neaara.

aan Direktur Jenderal Imigrasi

¢. Petunijuk pela
Nomor: f.303.1Z.03.03. Tahun 1995 tentang masuk
dan keluar wilavah Indonesia:
"Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi
vang selanjutnya disingkat TPRPI berwenanga untulk
memberikan atau menolak memberikan ijiin masuk

atau tanda bertolak”

Jika orang yvana terkena tanakal terdapat di
bandara udara karena merupakan tempat pemeriksaan
Imigrasi selain pelabuhan atau tempat-tempat lain yang
ditetapkan oleh Menteri zebaaail tempat masuk atau
keluar wilayah Indonesia., maka pesawat atau alat angkut
yang membawa orang tersebut ke Indonesia harus memu-
langkan kembali ke negaranya. Seandainya alat angkut
tersebut tidak memulanagkan maka terkena biava beban

sesugi dengan pasal 45 ayat (2) Undang-undang keimigra-
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sian Nomor 9 tahun 1992 yana berbunyi:
"Penanggung Jjawal alat angkut yvang tidak memenuhi
kewaiibannva sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
dikenakan biaya beban”
Rahwa pencegahan dan penanakalan sebaaal sosial
ontrol dan tindakan aparat negara yang bervwemnana

melakukan penceaahan cdan penanakalan terhadan seseorang

yvang dilandasi oleh peraturan.

Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

Terhadap tindak keimigrasian dalam kasus-kasus
khusus pejabat kantor Imigrasi diberi kewewenangan
untuk melakukan penyidikan dalam bidang keimigrasian
bhaik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau
Warga Negara Asing.

Dengan kata lain Kantor Imigrasi mempunyal wewe-—
hanhg kepolisian khusus untuk hal-hal yang berhubungan
dengan tugas keimigrasian, misalnya FPenceaahan dan
Penangkalan.

1. Tata Cara Pelaksanaan Penceaahan
Dalam melakukan Pencegahan Kantor Imiarasi
Klas I Surabaya tidak hanva menungau perintah dari
Menteri, tapi Jiuga berwensng melakukan pencegahan,
mamlkan sesuai dengan prosedur dan  sesual  dengan
dokumen yang ada.

Adapun untule melakukan Pencegahan sebaaaimana
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vang dimaksud dalam pasal S Feraturan Pemerintah
Republik Indonesia no. 30 tahun 1994 Kantor Imiarasi
mendasarkan ketentuan FPenceaahan sebaaailmana pasal
11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentana
keimigrasian.
Pelaksanaan atas keputusan pencegahan adalah

sebagal berikub:
1. Keputusan Pencegahan Disampalkan kepada:

&, Orang yang terkena penceaahan: dan

. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan aleh

Menteri Keuangan. Jaksa Agung, atau Panglima
Ancakata Bersenjata Republik Indonesia.

2 Menteri memerintahkan Direktur Jender:l Tmiarasi
agalr hama orang yang terkena pencegahan Adimasuik-
kan ke dalam Daftar Pencegahan dan me 1 el sanakan
pencegahan;

3. Keputusan Pencegahan ditetapkan dengan Leputusan
tertulis vang memuat selkurang-kKurandnyal
&, Identitas orang vyana terkena penceaahan yand

meliputi: nama, umur, pekeriaan, alamat, jenis
kelamin dan kewarganegaaraans:
b, Alasan pencegahan: dan
o, Jangka waktu pencegahan.
4. Keputusan tertulis nencegahat disampalkan

derngar surat tercatat kepada orana atau orang-
orang yvyang terksna pencedaahan as ]l ambat ~lambat Ny
7 (tuiuh) hari terhitung seialk tanogal peneta-
par ;

% pPirektur Jenderal Imiarasi dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari se ialk taragal  menerims
perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 avat
2 Peraturan Pemerintah Republilk Tricionesié
Nomor 30 tahun 1992 memea skl an nama orandg
yang terkena penceaahan b ol ]l &m Dattar
Perceaahan dan mengirimkannya kepada Kepala
Kantor Imigrasi diselurunh Wilavah Neaars Repub-—
ik Indonesia untuk me ] ak sanakan  penceaahan.
(Abdullah Siahriful. 1992: 77-78)



2. Tata Cara Pelaksanaan Fenanakalan
Sama halnya seperti Pencegahan., dalam melaku-
kan Penangkalan Kantor Imigrasi tidak menungau
perintah dari Menteri tapl bisa dilakukan sendiri
atawu mendapat permintaan dari necara lain aoar waraa

s, Tidal

negaranya ditangkal untulk masul ke Indoness
lanasung melakukan Penanakalan. namun harus mengeta-—
hui sebab musabab dan alasannya, hal ini berhubungaan
cdengan Departemen Luar Negeri.

Alasan untuk melakukan Penanhgkalan haurs
berdasarkan KkKetentuan yang ada yakni pasal 17 dan
pasal 18 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
lkeimigrasian.

Pelaksanaan keputusan penanakalan adalabh

sebagal berikut :

L. Keputusan penanakalan sebadgaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) bagi WNA dan avat (2) bagili WNI
FPeraturan Pemerintah Republik Trndonesia Nomor 30
tahun 1994 diberikan kepada:

A. Perwakilan Repuhlik ITrdomesia vEPS hersandg-
kutan:; dan

bh. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh
Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Berseniats
Republik Indonesia.

2. Menteri memerintahkan Direktur Jenderwal Imiarasi
agar nama orang vana terkena penandakalan dimasuk-
kan ke dalam Daftar Penanakalan dan melaksanakeamn
penangkalan.

3. Keputusan penangkalan ditetapkan denaan keputusan
tertulis yang memuat ssakurang-kurananyas:
&a. Identitas orang yana terkemna penanakalan., yvang
meliputi: nama, umur. peker iaan. alamat., Jenis
kelamin dan kewarasneaarasn:
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b. Alasan penanakalan: dan
c. Jangka waktu penanakealan,

4. Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling
lama tuiuh hari sejak tanagal menerima perintah
sebagaimana dimaksud pasal 12 avat [(2) Feraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994
memasuklkan nama orang yana terkena penanalalan ke
dalam Daftar Penangkalan dan menairimkannya

kepada Kantor Imiarasi atau perwaki lan-perwak i lam

untuk melaksanakan penanalkal s,

Pernanganan penanagkalan terhadar

Indonesia dilakukan oleh sebuah tim

untuk mendamin agar penanakalan terhada

Negara Indonesia benar-benar dilakukan

Wara

Republik Indonesia melalui Departemen Luasr Negeri

A Neaara

dimaksudkam

o Waraoa

clenaan pers-

timbangar vyvyang matang dan obyektif melalui suatu

penelitian yang mendalam dan seksama,

satu pihak tujuan untuk memberikan

kepada hak-halt mereka sebagal Wargm Neaara

dapat dipenuhi dan di pihak lain tuiuan
dungi kepentingan vang lebih luas danm

vaitu kepent ingan tetap teriamin

negara Republik. Indonesia yang berdasarkan

Adarn Undang-undang Dasar 1945, (abdul lah

1992: 81-82)

Masa Berlakunya Pencegahan dan Penangkalan

cehingaa  di

perlindungan

ITrndonesia

Untuk melin-—

lebih besar.

clan

F.'

S

teaaknya

‘mncasi 1l

ahriful,

Berlakuriva Pencegahan dan Penanakalan tidalk

selamnya ddan tidak sama antara perkaras

vang satu dengan yvang lainnya.,

atat

masalah
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Masa Berlakunya Pencegahan
Janaka waktu yana berlaku dan perpaniangan
keputusan pencegahan menurut pasal & avat 2 Peratuy-

~ar Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Untuk pencegahan karena alasamn vana bersifat

keimigrasian atau menvanakut piutana neaarsa.,
paling lama enam bulan cdan dapat diperpaniang
untuk paling banyvak dua kali masinog-maszing tidak
lebih dari enam bulan:

b. Untuk pencegahan karena alasan vang mehvangkut
pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g9 Undang-
undana nomor 5 tahun 1991 tentana Kejaksaan
Republik Indonesia yaitu masalah perkara pidsesna,
disesuaikan dengan keputusan Jaksa Aguna:

. Untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan
penegakan keamanan dan pertahanan negara. paling
lama enam bulan dan setiasp kali dapat diperpan-—
Jang untuk paling lama enam bulan denaan keten-
tuan seluruh masa perpanjiangan pencegahan tidak
lebih dari dua tahun;

Apabila tidak ada keputusan perpaniargan maka
pencedgahan berakhir demi hukum. Dan setiap kebputussan
perpanjangan pencegahan sekurana-kuranagnya Jjugs

harus memuat hal-hal sebaoai berikut:

a. Identitas orang yvana terkena perpaniangan pence-—

agahan;
b. Alasan perpanjangaan pencegahan:
c. Jangka waktu perpanisnasmn pencegahan,

(Abdullah Sjahriful. 1992: 78)
Masa Berlakunya Penanglalan

Jangka waktu bher lakiul cdan perpanianaan kepu-
tusan antara Wargs Negara Aszing dan Waraga Negaarsa

ITndonesia berbeda, hal tersebut didasarkan pada
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pasal 6 avat 3 PPRI nomor 30 tahun 1994 tentamna tata

cata pencegahan dan penangkalan.

1. Jangka waktu penangkalan terhadan Waraa Neaatra
Asing.

a. Untuk penangkalan yana bersifat keimiarasian

derngan alasan pertahanan dan keamanan dan

per-tahanan negara. paling lama satu tahun dan

setiap kali dapat diperpaniana untuk  Jandgkas
waktu yanga sama atau kurana dari wakbtu terse-
P G g

b. Untuk penanagkalan karena a&lasan vana menyand-—
kut pelaksanaan ketentuan pasal 32 hurut 4

Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 Centang
Kejaksaan Republik Tndonessia dalam masalah
perkara pidana disesuaikan denean keputusan
Jaksa Agung.

2. Janaka waktu pernanakalan terhadap Waraa Negatra
Thdonesia adalah paling lama enam bulan dan
setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama
enam bulan dengan ketentuan seluruh mass perpan-

janaamn pehangkalan tersebut tidak lebih dari dua
tahun.

keputusan perparianaan maka

Apabila tidak

tiap perpari-

penangkalan berakhir demi hukum. Dan

jangan penandagkalan Jugs selkurana-=-lkurananva harus

memuat hal-hal sebagal berikut:

. Identitas orang yang terkena perpanianaan penang-—
kalan;

b. Alasan petrpanianaan penanakalan:

c. Jangka waktu perpaniangan penanakal an,
(Abdul lah Siahriful, 1992: 82)

Keputusan pencegmharn atau penangkalan dinvatakan

herakhir sesuail dengan pasal 15 karena:

Telanh habis masa berlakunyas:

Dicabut oleh peiabat vang berwenana menetapkan
sebagaimana dimaksud dalam pasl 2 dan passal 3 ayal
(1) dan (2) Peraturan Pemerintab nomor 500 tabun 1994
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tentang tata cara pelaksanaan dan penangkalan: atau

c. Dicabut berdasarkan putusan Pengaadilan Tata Usaha
Negara. (Peraturan Pemer-intah Republil Indonesia
flomor 30 takun 1994 tentanag tata cara penceaahan dan

penangkalan pasal 15)

Dalam hal kepubtusan penceagahan atau penanakalan
dicabut sebagaimana teresebut diatas. pencabutan terse-
hut dinvatakan dalam bentuk keputusan pancabutan.

Keputusan pencabutan pencegshan dan penanakalat disam--

paikan kepada:

a. Orang yang terkena atau dalam hal pe-
nanagkalan keputusan i = FPerwakillan

Republik Indonesia vang bersangkutan melalui Depar-—

ampaikan kepa

temen Luar Negeri;: dan

bb. Menteri. dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersen-—
jata Republik Indomnesia. (Peraturan FPemerintah
Republik Inconesia nomor 30 tahun 1994 tentang tata
cara pencecahan dan penanckalan pasal 16)

Berdasarkan keputusan pencabutan penceaahan dan
penanagkalan yvang ditetapkannya atauw vana diterima maka
hama orang yvyang terkena pencegahan dan penangkalan
tersehut dicoraet dari Daftar Pencegahan dan Penangkalan

rimana bunvyi 2] 17 Peraturan Femerimntan

sebadg

rRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentana tata
caras pelaksanaan Denceaahan dam penanakalan:

“Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling
lama tuiuh hari seiak tanagal menerima kepulusam
perncabutan penceaabhan dan atau penanakalan seba-
agaimana cdimaksud dalam pasal 16 avat (3) mencoret
mama otang vana terkerna penceaahan atau penanaka-—
lan dari Dafiar Pencegshan atau Penanokalan., dan
mercirimkannyas kepada Kantor Imiarasi oi seluruh
wilayvah Negara Fepwlbile Indonesia dan atauw perwa-
i lan-perwakilan Repubhlilk JTndonesia melalul
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Departemen Luar Negeri umtuk melaksanakan pensmng

kalan" (Peraturan pemerintai Republilk Indonesia
nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan
dan penangkalan pasal 17)

Sebhenarnya masalah Penceaabsan dern FPenamakoss s
aturannya sudah delas dan rinci vana terdapat cdalam

Undana-undang Nomorr 9 ftahun 1992 tentana Keimiarasiah

Aitambah dengan Peraturan Pemserintah Republik ITndonesia

Naomor 30 tahunh 1994 tentana tata o

#re pelaksanaan

Fencegahan dan Penanglkalan.



